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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penetapan standar, bentuk pengawasan Ombudsman RIP 

erwakilan NTB dalam mengawasi pelayanan publik di NTB memiliki dua 

bentuk yaitu pengawasan berdasarkan laporan/ pengaduan masyarakat dan 

pengawasan inisiatif Ombudsman itu sendiri. Dalam melaksanakan 

perannya sebagai lembaga pengawasan external lembaga Ombudsman RI 

Perwakilan NTB melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya 

maladminstrasi di NTB dengan cara sosialisasi, workshop, kerjasama dan 

penilaian kepatuhan. Tujuan yang dilakukan Ombudsman dalam melakukan 

bentuk pencegahan adalah agar terciptanya pelayanan publik yang ada di 

NTB lebih baik, bersih dan efesien guna meningkatkan kesejahteraan serta 

menciptakan keadilan dalam pelayanan publik. 

2. Berdasarkan pengukuran pelaksana, hasil tindak lanjut laporan lembaga 

Ombudsman RI Perwakilan NTB menurut masyarakat NTB menujukan 

bahwa lembaga Ombudsman RI Perwakilan NTB telah menjalankan 

tugasnya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik di NTB. Hal ini 

menujukan dengan adanya masyarakat yang merasa puas dengan tindak 
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lanjut Ombudsman meskipun adanya masyarakat yang kurang puas dengan 

tindak lanjut Ombudsman yang belum menindak lanjuti 

3. Tindakan koreksi serta bentuk pencegahan yang telah dilakukan 

Ombudsman RI Perwakilan NTB selain melakukan sosialisasi diberbagai 

lembaga daerah Ombudsman RI Perwakilan NTB selain menerima laporan 

secara langsung dari masyarakat juga melakukan investigasi atas prakarsa 

sendiri hal ini merupakan bagian dari strategi Ombudsman untuk mencegah 

maladministrasi di NTB dengan melakukan serangkaian sosialisasi, 

melakukan rapat dengan pemerintahan daerah terkait pemerintah daerah 

menyangkut pelayanan publik. 

1.2. Saran 

Berdasarkan Simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam mengawasi pelayanan 

publik lebih maksimal lagi dalam mengenalkan dan mengedukasi 

masyarakat tentang keberadaan Ombudsman RI Perwakilan NTB agar 

masyarakat tahu mengenai Ombudsman RI Perwakilan NTB. 

2. Hendaknya penyelenggara pelayanan publik lebih memperhatikan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Agar masyarakat 

dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang 

lebih baik. 
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3. Dalam menyusun dan menetapkan setandar pelayanan penyelenggara wajib 

mengikutsertakan dan pihak terkait, hendaknya masyarakat lebih peduli dan 

ikut serta mengawasi penyelenggara pelayanan publik dengan melaporkan 

tindakan maladministrasi publik 

4. Diharapkan masyarakat untuk lebih aktif serta berani melaporkan kepada 

Ombudsman apabila menemukan pelanggaran pelayanan publik 

(maladministrasi) 
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